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PEnATU RAFd BUPA"h WCINO$OBO

NOMOR 16 T.'\HUN 2011

TENTAN 3

USAHA WARUNG INTERNET

DENGAN RAIIMAT TUIjAN YANG MAHA E$A

Menimbang : a.

BUPAI'I WONO$OBO,

bahwa penirgkatff;l kebutuhan masyarakat akan
informasi melalul inrernet maka perlu mengatur
keberadaan Wai'u,rg lnternet di Kabufaten Woiroiobo
agar memberikan xemanfaatan bagi masyarakat dan
pemerintah Kabupaten Wonosobo ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tercantum prada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perizinan Usaha Warung
lnternet;

f'utr.*r:gir:gat

b.

: 1" t,trndang-Llndang Nomor 13 Tahun 1gS0 tentang
Pembentukan DE,:rah - daerah Kabr.rpaten Di
Lingki;ngan Frovin*i Jawa'tengah.

Undang-undang ftr"rrnor 1S Tahun 200? tentang Hak
Cipta { L.embaran rttregara Republik lndoqresia J"ahun
2002 Nomor S5,Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor. 4220 ).
Undang-Undang fuomor 10 Tahun ZA04 tentang
Pembentukan Peraturan Ferundang-undangan { Lem-
baran Negara Repr,hlik lndonesia Tahun ebO+ Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 43Bg )
Undang-Undang llomor gZ Tahun 200n, tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 1Zi, ,Tambahan
Lembaran Negaqa Republik lndonesia Nomor 44AT )
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan .Undang-Undang Nomor 12 Tahun Z00g
tentang Perubaharr Kedua atas Undang * Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintihan Daerah
( Lembaran Negarar Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara No. dg44j;

J.

4.
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Undang "- Undarrg t'lomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2C04 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Nega:a Republik lndonesia No.4,438 ) ;

Undang-Unclang lromor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro dan Menengah ( Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun Nomor g3 )

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Pornografi ( Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2008 Nomor 181)

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Ururan Pernerintah antara Pemerintah,
F*rnerintah Daeri,h Provinsi dan Femerintah Daerah
Katrupat*n I K*i;r ( Lernbaran Negara Republik
lndonesiu Tahuir 2007 Nomor 84, Tambahan
Lernbaran Negar* Republik lndonesia Nomor 4V3T )

g. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor z
Tahun 2008 tentar,g Urusan Pemerintah Daerah Kabu-
paten Wonosobo ,

Meneiapkan

MEMUTUSKAN

PERATUMN BUPA"TI TENTANG USAHA WARUNG
INTERNET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 'l

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksuu clengan :

Daerah adalah Kabupaten Wonosobo
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur perangkat daerah sebagai
penyelenggara pemerintah daerah.
Brrpati adalah Bupati Wonosobo.
werung. lnternet yi:ng selanjutnya dise,but warnet adalah tempat yang di
lengliapi fasilitas untuk menyelenggarakan pelayanan jasa informisi atau
hiburan.

5.

6.

7.

B.

At.

d)
c)"

4"
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Usaha adalah setiap
perekonomian yang di
keuirtungan.

tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun di bidang
lakukan oleh pengusaha dengan tujuan memperobf,

Perangkat tunak adalah program komrluter yang berfungsi sebagai $arana
iriiei"aksi antara pengguna dan perangt at keras.
$)*r*ngkat Keras adalah peralatan fi;ik yang membentuk suatu sistem
kr"irnput*r rneliputi: peralatan input, memori, prosesor, peralatan output,
p*ralatan komunikasi .

L-isensi adalalr izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang
hak terkait kepada pihak lain untuk r,rengumuirkan dan memferoaiyal
ciptaariy'a atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

BAt} I:

MAKSUD DAf\ TUJUAN
,!l\- Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam
pernbinaan, .pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan
kegiatan usaha Warnet di Daerah. .

Pasal 3

Tujuan ditetapkanya peraturan Bupati ini, adalah :

a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan
kegiatan usaha Warnet'

b. memberikan kepasti"n'nufr* kepada pemerintah daerah dalam rangka
pernhinaan, pengaturan, pengendali;:n dan pengawasan pada setlap
kegiatan usaha Wa. net .

c" mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan
kegiatan usaha Warnet.

BAB llr

RUANG LI};GKUP

Pasal i
Iu?ng Lingkup Peraturan Bupati ini arlalah mengatur hal - hal yang
berhubungan dengan kegiatan usana Warmet yang rieliputisebagai berikut :a. skala usaha Warnet ;

b. standarisasi usaha Warnet ;c. perizinan pendirian usaha Warnet .

s.
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BAB It'
SKALA TJSAHA

Pasat S

(1) Skala usaha Warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagi menjadi
3 (tiga ) yaitu:
a. usaha Warnet skala kecil ;

b. usaha Warnet skala menengah ; oan
c. usaha Warnet skala besar i

(2)Kriteria skala usaha warnet sebagei mana dimaksud pada ayat (1),
sebagai berikut :

a. usaha Warnet skala kecil adalah V/arnet yang menyediakan antara 1

sampai dengan 10 perangkat komputer sebagai sarana layanannya ;b. usaha warnet skala menengah aclalah Warnet yang - menyediakan
antara 11 sampai dengan 30 perangkat xomiuter sebagai sarana
layanannya;

c. t"saha Warnet skala besar adalah Warnet yang menyediakan lebih dari
3Cr perangkat komputer sebagai $&rana layana-nnya "'

BAB-/

STANDARISASI UIJ,\HA WARNET

(1) $tandar kegiatan usaha *"*JTIJor,rn"n, dimaksud datam pasar 4
harus memenuhi3 (tiga) aspek, :ebagai berikut :
a. aspek perangkat lunak dan perangkit kerau
b. aspek kenyamanan; dan
c. aspek tanggung jawab sosial

(2) Aspef perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1) huruf a, meliputi :

a. mengunakan sistem operasiyang memiliki Lisensi ;b. menggunakan aplikasipendukung yang memiliki Lisensi ic. menyediakan komputer, printer, seaner dan koneksi internet y"rng layak,
guna mendukung kelancaran akses internet

(3) Aspek kenyamanan.sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) huruf b,meliputi :a. menggunaan sekat / pembatas / bili,( dengan bahan yang memudahkan
$)*nsawssen gun€ mene*gah terjadinya penyalahgun&an fungsi
dengan kst*ntuan sebagai berikut ,

'i tinggi $**kat I p*n"rbatas / bilik lraling tinggi 120 cm (seratus dua
6.iriiuh centi rnet*r) dari permukn*:n lantai ;',i. i":il:t* s*k;rt g:*mbatas / ritik m*nsgufiakan kaca tembus pandang
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b. nrerniliki penerangan yang rTlernstlsi untuk mendukung aktifitas di
lingkungan Wamet ;

c. r,'lenyediakan kamar kecil /'wc, dan ketersediaan air yang bersih dalam
jumlah yang memadai, serta selalu terjaga kebersihan/a ;

d. nremiliki pintu keluar masuk yang ;ukup, dan atau pintu darurat, untuk
' mntisipasi kebakaran, seila memilit,! perangkat pengamanan kebakaran
yang memar'ai ;

e. rnemilikifentilasiyang cukup gur,a nremudahkan sirkulasi udara ;

f. rnelakukan' penataan parkir ke'rrlaraan di sekitar Warnet tempat
usahanya alar tidak menggangglr l':elancaran lalu lintas di sekitarnya.

(4) Aspek tanggung jawab sosial sebagarmana dimaksudkan pada ayat (1)
huruf c, meliputi :

a. melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses internet yang
bertentangan dengan norma sosial, agama dan peraturan perundang -
undangan yang berlaku ;

b. mendorong kepada konsumsn / penguna warnet untuk memanfaatkan
intemet yang efekti, efisien, tepat guna dan bertanggung jawab ;

c. melakukan antisipasi' dampak sosial yang mungkin terjadi akibat
pengunaan internet diWarnet terrpat usahanya secara proaktif ;

d. melakukan larangan masuk Warnet bagi anak sekolah pada jam
pelajaran dan atau masih memakai seragam sekolah, kecuali untuk
kepentingan pendidikan dengan izin tertulis dari sekolah .

BAB V!

PERiZtf{llfrd i-tS/\t tA WARNF-T

Pasal i
i'i ; S*iiai-r L.rang atau badan hukum yanfl rnenyelenggarakan usaha Warnet

w*jii: rrre,niliki izin dari Bupati ,

(2) l;in sebagaimana yang d, rnsksud pada ayat (1) adalah :

a. reko,nendasiteknis ; dan
b, irin usaha Warnet.

(3) Reke,rnendasi teknis dan izin usaha Wnrnet tidak dapat dipindahtangankan
kepeda pihak lain.

Pasal I
Untuk memperoleh rekomendasi teknis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf a, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertutis
kepada Bupati rnelalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi
komunikasi dan infonnatika dengan dilampiri :

a. Foto copy KTP pemohon ;

b. Foto copy akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan
hukurn ;
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q $urat peryataan tidak keberatan rlari r*'arga sekitar tempat usaha warnet.;d. purat pernyata.an sanggup mensgunal:an perangkat lunar oan Jerangkatkeras yang berlinsesi ;

e. Gambar rencana situasi ruang V'/arnet.

Pasal 9

Untuk memperoleh lzin Usaha Wamet, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (2) huruf b, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis
[ep.a9, Bupati cq, Kepala satuan Kerja p6rangxdt Daerah yang memuioangi
Perizinan dengan dilampiri ;

J

a. Foto copy KTP ;

b. Foto copy akta pendirian perusahaan, dan foto copy NPWP, bagi pemohon
yang berbentuk badan hukum ;

Foto copy lzin Gangguan i HO ;

Foto copy IMB ;

Foto copy $urat lzin Usaha perdaganEi,n {$lUF) ;
F*io **py Tanda Daftar Perusahaan (TL:p) 

;

fi t:k*n^:*nejasi Teknis .

BAB Vrr

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal t{.r

(1) Pengusaha warnet yang telah memiliki izin usaha berhak
menyelenggarakan usahanya, $e$uai dengan izin yang telah diperoleh.

(2) Pengusaha warnet yang telah memiliki izin usaha wajib :

a. melaksanakan ketentuan - ketentuan teknis yang telah ditetapkan,
menjaga norma agama dan sosial, ;;rta ketentuan peraturan perundang* undangan ;

b. memasang papan informasi tentang larangan mengakses pornografi
dan perilaku asusila, disetiap bilik dbngan tilisan yan6 jelas dan mudah
terbaca;

memasang larangan masuk bagi anak sekolah pada jam belajar dan
atau masih memakai seragam sekoiah, kecuali 

'ada 
durat lzin'tertuiis

dari sekolah ;

pgrtanggung jawab.atas segara akibat yang timbul atas petaksanaan
izin yang telah diberikan.

membantu pelaksanaan pensawasan yang di lakukan oleh petugas dari
dinas intansiierkait

S. memasarlg papan nama Warnet I t*:rpat usaha.
l3i Pengusal'la Warnet dilarang :

a. meny€tIiaka.n,, menyimpan cjan menyebar luaskan konten pornografi,
SARA *ian hal - hal yang berdnrnpa3r negatif ;

c
d
e
f.
g

c,

d.

t.
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menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan memfasilitasi segala
r:entult minuman keras beralkohol Can Narkoba.

BAB VIII

PENGAY/ASAN DAN PENGENOALIAN

Pasal 11

(1i Pengawa$an dan pengendalian penvulenggaraan usaha Warnet meliputi
perne;ntauan, evaluasi dan penertiban .

(2) Per;gawasan d.r, pengendarian sehagaimana dirnaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh tim yang di bentuk olelr Bupati .

(3) Hasil pengawasan dan pengendataiair penyelenggaraan Warnet dilaporkan
kepada bupati .

BAB IX
$ANK$I ADMIhISTRASI

Pasal 12

(1) Bupati sesuai drrngofl kewenang?rrnis berhak memberikan sanksi
administratif kepada pengelola 3!as pelanggaran ketentuan sebagaimana
dimeksud datam pasar6 ayat (4) huruf d dil pasar 10.

(2)sanksi administratif sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berupa :

a. Peringatan tertulis ;

b. Penghentian sementara ;c. Pencabrrtan izin usaha Warnet .

{3} Pelaksanaan sanksi arlministratif seuugaimana dimaksud pada ayat {Z)di*clegasikan i.epada satuan kgrja pCrangkat Daerah y*iig 
-bu*enang

sesua: dengan tugas pokok dan fu;gsi,,ys. " - - ' '-"\'

BAB X

KETENTUAN PEMLIHAN

Fasal 13

Usaha warlet ya.ng.telah ada dan rnemiliki izin usaha sebelum berlakunya
Peraturaal eygali ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan gupati ini paling
lambat 3 (tiga) bulan mulaiberlakunya psraturai Bupati ini.
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini muhi berlaku pada tanggal diletapkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan perqgundangan Peraturan
Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan diwonosobo
pada tanggal 1g Aprj.t ZC11

Diundangkan di wonosobo
padatanggal 20 APril ZA11

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,w
EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITADAEMH KABUPATENWONOSOBO TAHUN 2011 NOMOR 16


